PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2005

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

a. bahwa sesuai dengan arah dan kebijakan umum

APBD serta Strategi dan Prioritas APBD, yang
telah disepakati - bersama antara Pemerintah
Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
pada tanggal 15 Pebruari tahun 2005, perlu
menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2005;

. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2005;

Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959
Pembentukan Daerah - daerah Tingkat 1l di
Sulawesi ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

Undang - undang Nomor 12 Tahun 1994

| tentang perubahan atas Undang - undang

Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan ( Lembaran Negara Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3569);

3. Undang ~ undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (
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Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor -
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);,

4 Undang —undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bepas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( L
Negara Tahun 1998 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851 );

5. Undang — undang Nomor 25 Tahun 2000 t
Program Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang - undang Nomor 18
tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun

2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);

Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4310);

9. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Tahun 2004 Nomor 5, T
Lembaran Negara 4355);

10. :mdang -undang Nomor 10 tahun
€ntang Pembentukan Peraturan Pe :
~ Undangan (Lembaran Negara Tahu <
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Nomor 153, Tambaha
Nomor 43 89) N Lembran Negara

1 Undang = undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437);

12. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahunn
2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Provinsi sebagai Daerah
Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952):

14. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000
tentang  Perubahan Atas  Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang
Hak Keuangan / Administratif Kepala Daerah
/! Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala
Daerah / Bekas Wakil Kepala Daerah serta
janda serta dudanya sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 121);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun
2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Ta
2000 tentang Pinjaman Daerah (Lemp ar:nn
Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahg
Lembaran Negara Nomor 4027); n

17. Peraturan Pemerinrah Nomor 108 Tahun
2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban
Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4027),

18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun
2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4028);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 118,, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4138);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4139);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001
tentang Perubahan atas  Peraturan
Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun
2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4165);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 20_0-4
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuanga
Pimpinan dan Angggota Dewan Pe A
Rakyat Daerah (Lembaran Negara TM
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Dengan Persetujuan Bersar "f

WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KA

b BANGGAI

d an
BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . PERATURAN DAERAH KABL
BANGGAI TENTANG
PENDAPATAN DAM

DAERAH KABUPATE&
TAHUN ANGGARAN 2005 ,ﬂ ’

‘_._-

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
sebagai berikut : -

1. Pendapatan Rp. :
Surplus / Defisit |
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
Pada tanggal 4 April 2005
BUPATI BANGGAI,

ttd
SUDARTO

Diundangkan di Luwuk
Pada tanggal 4 April 2005 |
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

SYAHRAIN SUNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 4 SERI A
'NOMOR 1

ag Dokumentasi dan Informasi Hukum

fth..

MAN PUCE, SH, MH
NIP. 5§70 012 152
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